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PENYIDIKAN TINDAK PIDANA SKIMMING
DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING

Muhammad Rifansyah
ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban koordinasi penyidik
dan akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan koordinasi dengan kedutaan
besar negara pelaku skimming. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif yang bersifat preskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan metode yuridis normatif. Sumber data sekunder yang digunakan
yaitu studi kepustakaan dan penyidikan terhadap warga negara asing. Bahan
hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan
perundang-undangan, serta Klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai
permasalahan penelitian.

Hasil penelitian hukum ini menunjukkan penyidik wajib melakukan koordinasi
dengan negara warga negara asing pelaku tindak pidana skimming berdasarkan
Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana pasal 57 ayat 2,
Peraturan Kapolri  (Perkap) nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak
Pidana pasal 18 ayat 4 dan Perkap Nomor 8 Taun 2009 tentang Implementasi
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan koordinasi dengan kedutaan
besar negara pelaku skimming adalah dapat dikenakan Sanksi Pelanggaran Kode
Etik sesuai Pasal 20 Perkapolri Kode Etik.

Kata kunci: Skimming, Warga Negara Asing
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RINGKASAN

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
SKIMMING DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING

(Mubhammad Rifansyah: 2023, 111 him)

Bebasnya era globalisasi, memungkinkan pelaku tindak kejahatan skimming bukan
hanya oleh warga negara Indonesia, tetapi juga oleh warga negara asing.
Ketentuan hukum kejahatan skimming dapat ditinjau dari beberapa undang-
undang yaitu KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah
dirubah menjadi UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kewajiban koordinasi
penyidik dan akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan koordinasi dengan
kedutaan besar negara pelaku skimming.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai
dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa:

1. Penyidik wajib melakukan koordinasi dengan negara warga negara asing
pelaku tindak pidana skimming berdasarkan Undang-undang No 8 Tahun
1981 tentang hukum Acara Pidana pasal 57 ayat 2 yang menyatakan bahwa
tersangka atau terdakwa yang  berkebangsaan asing yang dikenakan
penahanan berhak  menghubungi dan  berbicara dengan  perwakilan
negaranya dalam  mengahadapi proses perkaranya, Peraturan Kapolri
(Perkap) nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pasal 18
ayat 4 yang berbunyi “penangkapan terhadap warga negara asing yang
berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat
perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan



ta

Divisi Internasional Polri dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Implementasi  Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia  dalam
Penyelenggaraan Tugas Polri yang menyebutkan bahwa penangkapan
terhadap orang asing harus segera diberitahukan kepada kedutaan, konsulat
atau misi diplomatic negaranya atau ke perwakilan organisasi internasional
yang kompeten jika yang bersangkutan merupakan seorang pengungsi atau
dalam lindungan organisasi antar pemerintah.

Akibat hukum apabila penyidik tidak melakukan koordinasi dengan kedutaan

besar negara pelaku skimming adalah dapat dikenakan Sanksi Pelanggaran

Kode Etik sesuai Pasal 20 Perkapolri Kode Etik yang berbunyi sebagai

berikut:

a. Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban
dan/atau larangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 16 dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar.

b. Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan
putusan melalui Sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri).
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mengerjakan penelitian skripsi sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi
ini.

Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H, M.H., M.Kn. selaku
pembimbing penulisan penelitian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih yang
sebesar-besarnya atas arahan, nasihat, waktu dan bimbingan bapak kepada
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administrasi selama penulis berkuliah.

Akhirnya penulis panjatkan do’a dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu

Wz Tz'ala, semoga karunia dan anugerah-Nya senantiasa menyertai kita dan

mudah-mudahan penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua
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